
2. Undang-Undang Namer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Ropublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. 
Tambahan Lembaran ~legara Republik Indonesia Nomor 4286);1( 

1. Undang-Undang Norn )r 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabup iten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Serita Negara Tahun 1950): 

b. bahwa berdasarkan pertimbanqan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman 
Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah 
Kabupaten Bekasi. 

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan 
daerah terkait dengan ::>embayaran dan pengelolaan dana kapitasi 
dan non kapitasi jarninan sosial kesehatan pada Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Presiden 
Republik Indonesia No nor 32 Tahun 2014 tentang Pengelo!aan dan 
Pemanfaatan Dana Ka oitasl dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Daerah dan Peraturs n Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Jaminan Kesehatan Nasional, perlu diatur Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Dana Kaottasl dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional pada Fasilits.s Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten 
Bekasi: 

BUPATI BEKASI, 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 

Mengingat 

Menimbang 

PEOOMAN PENGELOLAAN DANA K~PITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN 
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITA; KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK 

PEMERINTAH KA 3UPATEN BEKASI 

PERATURAN EUPATI BEKASI 

NOMOR 30 ~AHUN 2016 

BUPATI BEKASI 

. ' 



14. Peraturan Pemerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Le nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tarnb ahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); ,u. 

13. Peraturan Pemerintah IJomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Keuangan Negara/Dae ·ah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Pener span Standar Pelayanan Minimal. (Lembaran 
Negara Republik lndor.esia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan 
Lembaran Negara Repu olik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah r lornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tamt ahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

10. Undang-Undang Noma· 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244. Tambahan Lernbar.m Negara Republik Indonesia Nomor 5587): 

tentang Sadan 
Negara Republik 
Lembaran Negara 

Undang-Undang Norn or 24 Tahun 2011 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 
Republik Indonesia Nomor 5256); 

9. 

8. Undang-Undang Noma· 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sa kit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. 
Tambahan Lembaran NE!gara Republik Indonesia Nomor 5072); 

7. Undang-Undang Noma· 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran NE·gara Republik Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (Lemba ·an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 150, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4456); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Perrerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Ref•Ublik Indonesia Tahun 1996 Nomor 126. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 

4. 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4355); 



25. Peraturan Menteri Ker.ehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang 
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa 
Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Namer 761) ;'lf 

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 

23. Peraturan Menteri Kes ehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 
Pelayanan Kesehatan ?ada Jaminan Kesehatan Nasional (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) ; 

22. Peraturan Menteri Kes ehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang 
Standar Tarif Pelayar.an Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama dan F asilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam 
Penyelenggaraan Jam nan Kesehatan (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 IJomor 1392); 

21. Peraturan Menteri Dala-n Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah :erakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tar un 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan ~:euangan Daerah; 

20. Peraturan Presiden Nornor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Dana Ka »tasl Jaminan Kesehatan Nasional Pada 
Fasilitas Kesehatan Tinckat Pertama Milik Pemerintah Daerah: 

19. Peraturan Presiden N xnor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 29 ) sebagai rnana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 111 Tahun 20· 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 255). 

18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional (Le mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 193); 

17. Peraturan Presiden No nor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pernerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Bare ng/Jasa Pemerintah; 

16. Peraturan Pemerintah t\omor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Neqara/Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 9~:. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahar (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupater Bekasi; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi; 

3. Bupati adalah Bupati Beks si; 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi; 

5. Dinas Kesehatan adalah [Jinas Kesehatan Kabupaten Bekasi; 

6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah 

jaminan berupa perllndunqan kesehatan agar peserta memperoleh 

manfaat pemeliharaan ke sehatan dan perlindungan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang 

telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah; 

7. Fasilitas Kesehatan adulah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

digunakan untuk menyE·lenggrakan upaya pelayanan kesehatan 

perorangan, baik promotif. preventif, kuratif maupun rehabilitatip yang 

dilakukan oleh Pemerintat I Daerah dan a tau masyarakat; -V 

BABI 
KE--ENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI BEKA31 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
DANA KAPITASI JAMINAN t< ESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS 
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN 
BEKASI. 

MEMUTUSKAN 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahur 2008 Nomor 6); 

28. Pera tu ran Dae rah Kabut .a ten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahur 2014 Nomor 8); 

29. Peraturan Bupati Bekasi '\Jomor 14A Tahun 2007 tentang Mekanisme 
Penyusunan Produk Hukurn Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bekasi (Beri a Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 
Nomor 14A). 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelola m Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah l~omor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2015 Nornir 7);; 

Menetapkan 



---------- 

8. Fasilitasatas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat 

FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan 

kesehatan perorangan y 3ng bersifat non spesialistik untuk keperluan 

observasi, diagnosis, pmawatan, pengobatan. dan/atau pelayanan 

kesehatan lainnya; 

9. Kepala Fasilitas Keseha :an Tingkat Pertama (FKTP) adalah Kepala 

Puskesmas; 

10. Sadan Penyelenggran J sminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya 

disingkat BPJS Kesehata n adalah badan hokum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan kesehatan; 

11. Pengelolaan Dana Kaoitasi adalah tata cara penganggaran. 

pelaksanaan. penatausat aan dan pertanggungjawaban dana kapitasi 

yang diterima oleh Fasili1as Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dari 

BPJS Kesehatan; 

12. Dana Kapitasi adalah busaran pembayaran perbulan yang dibayar 

dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan 
jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan; 

13. Tarif Non Kapitasi adals h besaran pembayaran klaim oleh BPJS 

Kesehatan kepada Fasi itas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

berdasarkan jenis dan [urr lah pelayanan kesehatan yang diberikan: 

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bekasi selaku 

pengguna anqqaran/penqquna barang: 

15. Pejabat Pengelola Keua-iqan Daerah yang selanjutnya disingkat 

PPKD adalah Kepala Sati an Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disebut deng.m kepala SKPKD yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaa n APBD dan bertindak sebagai bendahara 

umum daerah; 

16. Bendahara Umum Daera, yang selanjutnya disingkat BUD adalah 

pejabat yang diberi kuas.a untuk melaksanakan tugas bendahara 

umum daerah; 
17. Kuasa BUD adalah pejat:at yang diberi kuasa untuk melaksanakan 

tugas bendahara umum daerah: I( 



Ruang Lingkup Peraturan Bu oati ini mengatur mengenai pengelolaan dan 

pemanfaatan dana kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Bekasi yang 

belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. 'le 

BAB II 
R UANG LINGKUP 

Pasal2 

18. Rencana Kerja dan A11ggran SKPD yang selanjutnya di singkat 

RKA-SKPD Adalah Doj umen perencanaan dan penganggran yang 

berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan 

SKPD sebagai dasar penyusunan APBD; 

19. Dokumen Pelaksanaan Anngaran SKPD yang selanjutnya disingkat 

DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja 

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 

anggran; 

20. Pengguna Anggaran Dena Kapitasi JKN yang selanjutnya disingkat 

PA adalah Kepala Dinas Kesehatan sebagai pejabat pemegang 

kewqenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan dalam 

melaksanakan pengelola an dana kapitasi; 

21. Kuasa Pengguna Angga ·an Dana Kapitasi JKN selanjutnya disingkat 
KPA adalah Kepala FK··p sebagai pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagiar kewenangan pengguna anggaran dalam 

melaksanakan penqelolasn dana kapitasi yang ditetapkan oleh Bupati 

berdasarkan usulan Krpala Dinas Kesehatan selaku Pengguna 

Anggaran; 

22. Pejabat Penatausahaan {euangan SKPD yang selanjutnya disingkap 

PPK-SKPD adalah peiabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 

keuangan pada SKPD D nas Kesehatan; 

23. Petugas Penatausahaan Keuangan FKTP adalah Jabatan Fungsional 

Umum yang ditunjuk c leh Kepala SKPD sebagai petugas yang 
melaksanakan fungsi tats usaha keuangan dana kapitasi pada FKTP; 

24. Bendahara Dana Kapita ;i JKN Pada FKTP adalah Pegawai Negeri 

Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan. 

membayarkan. manata usahakan dan mempertanggungjawabkan 

dana kapitasi. 



(1) BPJS Kesehatan rnels kukan pembayaran dana non kapitasi atas 
klaim Fasilitas Kesehat an Tingkat Pertama (FKTP); Y 

Pasal5 

(]) BPJS Kesehatan rnelal.ukan pembayaran dana kapitasi kepada 

Fasilitas Kesehatan Ti igkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah 

Kabupaten Bekasi; 

(2) Pembayaran dana kapit ssi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan pada jumlah perserta yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama (FKTP) .sesuai data dari BPJS Kesehatan: 

(J) Dana Kapitasi sebaqair iana dimaksud pad a ayat ( 1) dibayarkan 

langsung oleh BPJS Ke sehatan Kepada Bendaharan Dana kapitasi 
JKN pada Fasilitas Keset atan Tingkat Pertama (FKTP). 

BABIV 

PENGELOLAAN DAN,~ KAPITASI DAN NON KAPITASI JKN 

13agian Pertama 

Umum 

Pasal4 

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah : 

1. Sebagai pedoman dalarr pelaksanaan penyaluran dana Pelayanan 

Kesehatan Masyarakat se iara cepat. tepat waktu, dan tepat jumlah; 

2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada 

Fasilitas Kesehatan Tir gkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah 

Kabupaten Bekasi; 

3. Memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai standar terhadap 

masyarakat pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik 

Pemerintah Kabupaten Bekasi; 

4. Untuk menjamin pernbiayaan pelayanan kesehatan pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pert.srna (FKTP) milik Pemerintah Kabupaten 

Bekasi sesuai aturan yans tertuang dalam Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

28 Tahun 2014 dan Perrnenkes Nomor 21 Tahun 2016. 

Pasal3 

BAB Ill 

MAt:SUD DAN TUJUAN 



(1) Kepala Fasilitas Keseh itan Tingkat Pertama (FKTP) menyusun 

rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi dan Non Kapitasi 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk selanjutnya disampaikan 

kepada Kepala Dinas <esehatan Kabupaten Bekasi atas dasar 

Rencana Pendapatan d, n Belanja Dana Kapitasi JKN dari Kepala 

FKTP, kepada SKPD , Dinas Kesehatan) mengusulkan Rencana 

Pendapatan dan Belanj~ 1 dimaksud kepada PPKD untuk dijadikan 

sebagai dasar penqanqan m dalam menyusun RAP BO; 

(2) Rencana Pendapatan di m belanja dana kapitasi dan non kapitasi 

Jaminan Kesehatan Nasi1 ,nal (JKN) sebagaimana dimaksud pad a ayat 

(1) untuk dana kapitasi m ~ngacu kepada jumlah peserta yang terdaftar 

di Fasilitas Kesehatan Ti igkat Pertama (FKTP) dan besaran kapitasi 

Jami nan Kesehatan Nash mal (JKN), serta untuk non kapitasi mengacu 

pada jenis dan jumlah pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN); 

(3) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non 

kapitasi Jaminan Kesehc tan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1 ), Kepala Dir as Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan 

Anggaran SKPD (RKA-S~ :PO) Dinas Kesehatan, yang memuat rencana 

pendapatan dana Ka pit asl dan non kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) dan renc ana belanja dana kapitasi dan non kapitasi 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 

(4) Rencana Pendapatan d. m belanja dana kapitasi dan non kapitasi 

Jaminan Kesehatan Nasi mal (JKN) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dianggarkan pada RKA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi; 

(5) Rencana pendapatan rIana kapitasi dan non kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKIJ) dianggarkan dalam kelompok Pendapatan 

Asli Daerah, jenis lain-I sln Pendapatan Asli Daerah, Obyek Dana 
Kapitasi dan non kapita ;i Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pad a 

FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi dan non kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional (JK \J) pada masing-masing Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama (FKTP) uesual kode rekening berkenaan.tr 

(2) Pembayaran dana non ka pitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan pada jenis dar jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan 

oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKPT) milik Pemerintah 

Kabupaten Bekasi. 

E lag Ian Kedua 

F enganggaran 

Pasal6 



(1) Untuk menyelenggarak< n fungsi perbendaharaan dana kapitasi dan 

non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pert ama (FKTP), Bupati mengangkat Bendahara 

Dana Kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

pada masing-masing F ssilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

setiap tahun anggaran atas usulan Kepala Dinas melalui Pejabat 
Pengelolaan Keuangan )aerah (PPKD). 

(2) Pengangkatan Bendahc ra Dana Kapitasi dan non kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional (J <N) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Ke autusan Bupati mengacu pada Peraturan 
Perundang-Undangan y.mg berlaku.~ 

Pasal8 

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan, Kepala Dinas 

Kesehatan menyusun Doku nen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA 
SKPD) pendapatan dan bela 1ja sesuai dengan RKA-SKPD tersebut pad a 

Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bl pati ini. 

Pasal7 

Bagian Ketiga 

Pelaksar aan dan Penatausahaan 

(6) Rencana belanja de na Kapitasi dan non kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) dianggarkan dalam kelompok Belanja 

Langsung dan diuraik.m kedalam jenis, obyek, dan rincian obyek 

belanja sesuai kode rel.enlnq berkenaan; 

(7) Tata cara dan form it penyusunan RKA-SKPD sebagaimanan 

dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan 

paraturan perundang-Jndangan dibidang pengelolaan keuangan 

daerah: 

(8) RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (7) 

dipergunakan sebagai oahan penyusunan peraturan daerah tentang 

APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sesuai 

ketentuan peraturan pe rundang-undangan; 

(9) Conteh format RK.ti-SKPD pendapatan dan belanja Dinas 

Kesehatan mengacu iada Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku. 



(1) Benda hara Dana Ka pit asl dan non kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN}, menca1at pendapatan dan belanja pada buku kas 

dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertarna (FKTP) dengan melampirkan bukti-bukti rze 

Pasal 11 

(1) Pembayaran Dana Ka aitast non kapitasi dari BPJS Kesehatan 

dilakukan melalui Rekering Dana Kapitasi dan non kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (FKTP) dan dia xui sebagai pendapatan; 

(2) Pendapatan sebagaimc na dimaksud pad a ayat (1) digunakan 

langsung untuk pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) Jarninan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Perts ma (FKTP}; 
(3) Dalam hal pendapatan dana kapitasi dan non kapitasi tidak 

digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana 

kapitasi dan non kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran 

berikutnya. 

Pasal 10 

(1) Bendahara Dana Kapi asi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN} pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

sebagaimana dimaksuc pada Pasal 8. membuka rekening Dana 

Kapitasi dan non kapitas i Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 

(2) Rekening Dana Kapits si dan non kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN} pada s etiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

(FKTP) sebagaimana dirnaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati; 

(3) Rekening Dana Kapit, si dan non kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) pad a F asilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) merupakan bagian dari 

Rekening Bendahara Unum Daerah (BUD); 

(4) Rekenin Dana Kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) Sebaga mana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 

oleh Kepala Fasilitas t<esehatan Tingkat Pertama (FKTP) kepada 

BPJS Kesehatan. 

Pasal9 



Nasional (JKN) menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja 

Fasilitas Kesehatan Tin Jkat Pertama (FKTP) untuk selanjutnya 

laporan dimaksud disarr paikan kepada KPA Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama (FKT P) setelah melalui verifikasi Petugas 
Penatausahaan Keuanga 1; 

(3) Kuasa Pengguna Angg nan (KPA) Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama (FKTP) menyampaikan laporan realisasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) • epada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bekasi setelah diveriflkasl PPK SKPD disertai surat pernyataan 

tanggung jawab Kuasn Pengguna Anggaran (KPA) Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Per{c ma (FKTP) setiap bulannya paling lambat 
r· 

pada tanggal 10 bulan q, irikutnya dengan format laporan dan format 

surat pernyataan tan~ ~ung jawab mengacu pada Peraturan 

Perundang-Undangan ya 19 berlaku; 
(4) Berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Kepala Dinas Kesehata l Kabupaten bekasi menyampaikan Surat 
Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP38) Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pert irna (FKTP) setiap bulan kepada Pejabat 
Pengelota Keuangan Daerah (PPKD) untuk penerbitan Surat 
Pengesahan Pendapatar, dan Belanja (SP2B) Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama (FKTP) oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD) selaku Bendah. ira Umum Daerah (BUD) menandatangani 
pengesahan dengan meli rat kesesuaian jumlah pendataan dan belanja 
pada surat pernyataan t~ ,nggung jawab dengan SP38, dimana format 
SP38 Fasilitas Kesehata n Tingkat Pertama (FKTP) dan format SP28 
Fasilitas Kesehatan Tingi~at Pertama (FKTP) mengacu pada Peraturan 
Perundang-Undangan ya·,g berlaku; 

(5) Surat Permintaan Penqesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) 
Fasilitas Kesehatan Tin~ kat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) termasul: sisa dana kapitasi dan non kapitasi yang 

belum digunakan pada c nggaran berkenaan; 
(6) PPK SKPD dan PPKC, selaku BUD melakukan pembukuan atas 

pendapatan dan belanja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

berdasarkan Surat Pei 1gesahan Pendapatan dan Belanja (SP28)1f 

pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 

bulan berikutnya untuk pe ngesahan oleh Kepala Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama (FKTP) dengan format buku kas mengacu pada 
Peraturan Perundang-Unc:angan yang berlaku; 

(2) Berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Bendahara Dana Kapita sl dan non kapitasi Jaminan Kesehatan . 



(1) Dana kapitasi Jaminan l(esehatan Nasional (JKN) yang diterima oleh 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dari Sadan 

Penyelenggara Jarninan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya 
untuk: 

a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan, dan 

b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. 

(2) Alokasi untuk pembaya ·an jasa pelayanan kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( t) huruf a. untuk tiap Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama (FKT =>) ditetapkan 60% dari Penerimaan Dana 
Kapitasi; ~ 

BABV 
PEMANFAArAN DANA KAPITASI JKN 

Pasal 13 

(1) Kepala Fasilitas Kesetiatan Tingkat Pertama (FKTP) bertanggung 

jawab secara formal da, material atas pendapatan dan belanja dana 
kapitasi JKN; 

(2) Pendapatan dan bela 1ja sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 

disajikan dalam l.aporrn keuangan SKPD dan Laporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Bekasi; 

(3) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-ltndangan dibidang pengelolaan keuangan 
daerah; 

(4) Berdasarkan SP2B Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). 

Kepala SKPD Dinas Kesehatan Menyusun laporan realisasi 

pendapatan dan belan a yang bersumber dari dana kapitasi JKN 
serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas 

Kesehatan yang akan dialokasikan menjadi Laporan Keuangan 

Pemerintah Dae rah ses uai dengan ketentuan Peraturan perundang 

undangan di bidang per gelolaan keuangan keuangan daerah. 

13agian Keempat 
Pertanggung jawaban 

Pasal 12 

Fasilitas Kesehatan Tin 1kat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), dengan mempedomani ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 



(1) Alokasi Dana Kapitasi dan non kapitasi untuk pembayaran jasa 

pelayanan kesehatan sobaqalmana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 

(2) dimanfaatkan untuk rernbayaran jasa pelayanan kesehatan bagi 

tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan 

pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); 

(2) Tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi (Peqawai Negeri sipil, Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja, Pega·vai Tidak Tetap, yang ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan perati ran perundang-undangan. 

(3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan 

dan tenaga non kese hatan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

ditetapkan dengan mempertimbangkan variable: 

a. Jenis ketenagaan/ataJ jabatan; 

b. Kehadiran; 

c. Variable daerah yaitu : 

1. Kinerja; 

2. Status kepegawaian; dan 

3. Masa kerja. 

(4) Variable jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a, dir.ilai sebagai berikut: 

a. Tenaga medis, diber nilai 150; l' 

(3) Alokasi untuk pembayrnan dukungan biaya operasional pelayanan 

kesehatan sebagaiman :.1 dimaksud pad a ayat (1) huruf b ditetapkan 

sebesar selisih dari be.iaran Dana Kapitasi dikurangi dengan besar 

alokasi untuk pembaya ·an jasa pelayanan kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

(4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

ditetapkan setiap tahc n dengan Keputusan Bupati atas usu Ian 

Kepala Dinas Kesehata 1 dengan mempertimbangkan : 

a. Tunjangan yang tela, diterima dari Pemerintah Daerah: 

b. Kegiatan operasior al pelayanan kesehatan dalam rangka 

mencapai target kine rja di bidang pelayanan kesehatan: dan 

c. Kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai: 

(5) Format Keputusan Bupati mengenai penetapan besaran alokasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum 

dalam lampiran VII Pera:uran Bupati ini. 

Pasal 14 



b. Tenaga apoteker a au tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi 

nilai 100; 

c. Tenaga kesehatan paling rendah S1/04, diberi nilai 80 (delapan 
puluh); 

d. Tenaga kesehatan )3, diberi nilai 60 (enam puluh); 

e. Tenaga non keseh stan paling rendah 03, atau asisten tenaga 

kesehatan, diberi ni ai 50 (lima puluh); dan 
f. Tenaga non kesehatan di bawah 03. diberi nilai 25 (dua puluh 

lima). 

(5) Tenaga sebagaimana jimaksud pada ayat (4) yang merangkap 

tugas administratife, dibsri nilai sebagai berikut: 

a. Tambahan nilai 10) (seratus). untuk tenaga yang merangkap 

tugas sebagai kepala FKTP; dan 
b. Tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap 

tugas sebagai Bend ahara Dana Kapitasi JKN; dan 

c. Tambahan nilai 30 (tiga puluh). untuk tenaga yang merangkap 

tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau Penanggung Jawab 

penatausahaan keu.mqan. 

(6) Tenaga sebagaimana -:Hmaksud pada ayat pada ayat (4) yang 

merangkap tugas sebauai penanggung jawab program atau yang 

setara, diberi tambahar nilai 10 untuk setiap program atau yang 

setara. 

(7) Setiap tenaga sebagairr ana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki 

masa kerja: 

a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun. diberi 

tambahan nilai 5 (lirr a); 

b. 11 (sebelas) tahun ~ ampai dengan 15 (lima belas) tahun. diberi 

tambahan nilai 10 (sopufuh): 

c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. 
diberi tambahan nilai 15 (lima belas); 

d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) 

tahun. diberi tambah m nilai 20 (dua puluh); 

e. Lebih dari 25 (dua Jiuluh lima) tahun. diberi tambahan nilai 25 
(dua puluh lima). 

(8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

dinilai sebagai berikut: 
a. Hadir setiap hari kerj.r, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan7l 



(1) Alokasi Dana Kapitasi urr uk dukungan biaya operasional pelayanan 

kesehatan sebagaimana <limaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b 

dimanf aatkan untuk : 
a. Obat, alat kesehatan, d, n bahan medis habis pakai; dan 

b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya. 

(2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 

a. Belanja barang operasicnal, terdiri atas: 

1. Pelayanan kesehatan dalam gedung; 

2. Pelayanankesehatan luar gedung; 

3. Operasional dan per ieliharaanpuskesrnas keliling; 

4. Bahan cetak atau alat tulis kantor; 
5. Administrasi keuang an dan system informasi; 

6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan: 

dan/atau 
7. Pemeliharaan ringarsarana dan prasarana.U 

Pasal 15 

Keterangan : 
Persentase kehadiran : Jumlah cehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bu Ian. 

Total Jumlah Seluruh Point 

Jl'nis 
Kl'tenagaan 

Pl'rst>ntase 
Kehad,ran 

FORMOLA PERHITUNGAN F EMBAGIAN JASPEL DANA KAPITASI DI FKTP PEMDA 

b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang 
diakumulasi sampa dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin. 

(9) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh 
pejabat yang berwena 19 paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap 

diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.: 

(10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga 
kesehatan dan non tenaga kesehatan dihitung dengan 

menggunakan formula s abaqai berikut : 

Jumlah dan,1 
,a~a 

pelavanan 



(1) Pendapatan dana kapitat i yang tidak digunakan seluruhnya pada 

tahun anggaran berkena an, sisa dana kapitasi dan non kapitasi 

dimanfaatkan untuk tahun aertkutnya. 

(2) Dalam hal sisa dana kapltas! dan non kapitasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional 

pelayanan kesehatan rnaka pemanfaatannya hanya dapat digunakan 

untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. 
(3) Oalam hal sisa dana kapits si dan non kapitasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berasal da ·j dana jasa pelayanan maka manfaatnya 

hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan. 7l 

Pasal16 

b. Belanja modal untuk ~ arana dan prasarana yang pelaksanaannya 

sesuai dengan ketenu an peraturan perundang-undangan. 

(3) Pengadaan obat, alat ke sehatan dan bahan medis habis pakai, dan 

pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya 

operasional pelayanan kesehatanlainnya dapat dilakukan oleh SKPD 

dinas Kesehatan sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan. 

(4) Pengadaan sebagaima ta dimaksud pada ayat (3) harus 
mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah 

dan pemerintah daerah. 

(5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman 

pada formularium nasional. 
(6) Dalam hal obat dan bah, n medis habis pakai yang dibutuhkan tidak 

tercantum dalam formula 'iurn nasional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5), dapat menqqunacan obat lain termasuk obat tradisional. obat 

herbal terstandar dan fitof nmaka secara terbatas, dengan persetujuan 
Kepala Dinas Kesehatan. 

(7) Ketentuan lebih lanjut m ~ngenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk 

biaya obat, alat kesehatan. bahan medis habis pakai, dan biaya 

operasional pelayanan cesehatan lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum d slam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturar Bupati ini. 

(8) Penggunaan Dana Kap tasi untuk dukungan biaya operasional 

pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundanq-unds ngan. 



(1) Pengelolaan dan Pernanf.iatan dana non kapitasi mulai Tahun 2014 

sampai dengan Tahun 2015 di lakukan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yan l berlaku di bidang pengelolaan keuangan 
daerah. 19 

Pasal18 

(1) Peruntukan Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf 

A, adalah untuk rnernbiayai operasional kegiatan di Unit UGO, Rawat 

lnap dan PONED pada Fl~TP dengan Tempat Perawatan dan PONED 

antara lain : 
- Menyediakan Makan v1inum Pasien yang tidak didanai melalui 

BOP; 

- Obat-obatan yang tidak tersedia/habis baik dari Gudang Farmasi 

Kabupaten Bekasi; 

A Lat dan Bahan Kes ehatan habis pakai seperti Handscoen, 

Masker, Underpad Jell I dan lain-lain; 

- Bahan Kebersihan/de:;infektan ruangan seperti : Karbol/Lysol, 

Bayclin/Clorin dan lain- lain; 

- Kebutuhan Linen Ruan; Perawatan seperti : Sprei, Sarung Santai, 

Selimut Bayi, Gorden can lain-lain; 

- Perbaikan ring an/reno ,asi jika dibutuhkan untuk kenyamanan 

pasien dan petugas. 

(2) Penggunaan dana Jasa Sarana tersebut tidak terikaUtidak dibatasi 

besaran persentasenya agar mendapatkan fleksibelitas dalam 

pemanfaatannya. 

Alokasi dana Non Kapitasi dipergunakan dengan pembagian sebagai 

berikut: 
A. 40 % dipergunakan seba; ai Jasa Sarana (JS) 

8. 60 % dipergunakan seba; ai Jasa Pelayanan (JP) 
Pasal17 

Pasal 16 

BABVI 

PEMANFAATtN DANA NON KAPITASI JKN 



(1) Pembayaran dana kaplt.isi yang diberikan kepada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertarr a (FKTP) yang belum teregistrasi oleh 

Kementerian Kesehatan RI akan dilakukan kredensialing oleh Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bek, si. ~ 

FASAL 21 

3AB VII 

KETENTlJAN PERALIHAN 

Penggunaan Alokasi Dana Kar itasi untuk dukungan biaya operasional 

pelayanan kesehatan sebagairr ana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) 
dibayarkan sebagaimana dima]« ud pada pasal 14. 

Pasal20 

(1) Kepala Dinas Kesehatan <Ian Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (FKTP) melakuka, pengawasan intern secara berjenjang 

terhadap penerimaan dan pnmanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara 

Dana Kapitasi dan non kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (FKTP); 

(2) Aparat Pengawas Intern Pe nerintah Kabupaten Bekasi melaksanaan 

pengawasan fungsional terh sdap pengelolaan dan pemanfaatan dana 

kapitasi dan non kapitasi se~ uai ketentuan yang berlaku; 

(3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 

dapat dibentuk dengan mempertimbangkan: 

a. Keseimbangan antara rnanfaat dan beban; 

b. Kompleksitas manajemen; dan 

c. Volume dan/atau jangkaUc n pelayanan. 

(4) Pengawasan secara berjenj,ing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah 

sebagaimana dimaksud pad.i ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan 

efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan 
dana kapitasi dan non kapltasi. 

Pasal 19 

(2) Ketentuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan 

selaku Pengguna Angaran rnengusulkan dan membuat program atau 

kegiatan yang dituanqkar. dalam RKA-DPA Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bekasi (tahun be[alan). 



··--------------- 

E/° HASANAH YASIN 

Ditetapkan di CikaranorusBt 6 padatanggal 12 J~ 2 1 

~~ BUPATI BEKASl.f 

Agar setiap orang rnenqetahuinva. memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengar I penempatannya dalam Serita Dae rah 

Kabupaten Bekasi. U 

Peraturan Bupati ini mulai berls ku pada tanggal diundangkan. 

Pasal23 

Dengan berlakunya Peraturar Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bekasi 

Nomor 1.A Tahun 2015 tentsnq Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

Milik Pemerintah Kabupaten Eekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

lagi. 

Pasal22 

BABVIII 
KETE:NTUAN PENUTUP 

(2) Besaran dana kapita ,i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibayarkan kepada Fe silitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

sesuai dengan hasil ~ redensialing dan kepesertaan yang ada di 

wilayah binaan Fasil las Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 
terse but. 

(3) Jumlah yang dibays rkan oleh FKTP asal kepada FKTP 

Pengembangan besarnnnya adalah sesuai dengan perhitungan 
sebagaimana pada aya1 (2). 

(4) Mekanisme pembayara 1 akan diatur dalam juknis yang dikeluarkan 

oleh Dinas Kesehatan K abupaten Bekasi. 



c. bahwa atas dasar pertimbanga 1 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b di atas, maka Penunj ikan Bendahara Puskesmas tersebut perlu 
ditetapkan dengan Keputusan I :upati.t.( U 

b. bahwa untuk Pengelolaan D, na Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) pada Fasilitas Kesehatnn Tingkat Pertama (FKTP) di Kabupaten 
Bekasi Tahun Anggaran 2015 perlu menunjuk Bendahara Puskesmas; 

a. bahwa dalam rangka meniru katkan mutu pelayanan kesehatan dalarn 
penyelenggaraan Jaminan K esehatan Nasional (JKN) sesuai amanat 
Undang-Undang Nomor 40 T. ihun 2004 tentang Badan Penyelenggaraan 
Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), diperlukan 
dukungan dana untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan 
oleh fasilitas kesehatan; 

Menimbang 

Nota Dinas Kepala Dinas Kes ehatan Kabupaten Bekasi Nomor : 440/415/ 
Dinkes Tanggal 21 Januai i 2015 Perihal Penunjukan Bendahara 
Puskesmas dalam Pengelclaan Dana Kapitasi Jaminan Keschatan 
Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Di 
Kabupaten Bckasi Tahun Ang garan 2015. 

Membaca 

BUPATI BEKASI 

PENUNJUKAN BENDAHARA PUSKESMAS [•ALAM PENGELOLAAN DANA KAPITASI 
DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEIIATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS 

KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FK~'P) DI KABUPATEN BEKASI TAIIUN 
ANGGARi\N •••••• 

TENThNG 

KEPUTUSAN BllPATI BEKASI 
NOMOF~ : ..... 

Bupati Bekasi 

Conteh Format K,?putusan Bupati 

KEPI rfUSAN BUPA Tl BEKASI _ 

~f~!~GRAL 3~2T~{N! 26t~ 
PERI :-IAL PEDOMAN PENGELOLAAN DANA 

KAPITASI DAN NON KAPIT ASI 
JAMINAN KESEIIATAN NASIONAL 
PADA FASILITAS KESEIIATAN 
TING KAT PERT AMA MILIK 
PF..MERINTAII KABUPATEN 
BEKASI. 

LAMPIRAN I 



12. Pcraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Nejara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Ne1 :ara Republik Indonesia Nomor 5165); l( 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemer ntah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nornoi 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

I 0. Peraturan Pemerintah Nomi ir 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembarai I Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Iahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republ.k Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara: lepublik Indonesia Nomor 5587); 

8. Undang-Undang Nomor 24 fahun 2011 tentang Sadan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5256); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia N omor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Iahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat da 1 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 19~6 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 44-38); 

4. Undang-Undang Nomor 15 1 ahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomcr 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 1 1 ahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik I idonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 1 ~ Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

I. Undang-Undang Nomor l4 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barnt 
(Serita Negara Tahun 1950); 

Mengingat 



Tugas dan Tanggung Jawab Bendahira Puskesmas sebagaimana tercantum pada 
diktum PERT AMA, yaitu sebagai be rikut : 
a. Bendahara Dana Kapitasi Jamir an Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP 

membuka Rekening Dana Kapiu si JKN yang sudah ditetapkan oleh Kepala 
Daerah yang merupakan bagian clari rekening BUD. 

b. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan 
realisasi pendapatan dan belanja sctiap bulan kepada kepala PKTP."l( 

Penunjukan Bendahara Puskesmas Ialam Pcngelolaan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) Pada F, silitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 
Di Kabupaten Bekasi Tahun Anjgaran 2015 yang narnanya sebagai mana 
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. 

MEMUTUSK\N 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang 
Organisasi Pcrangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 201,. Nomor 8); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten .Iekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Kabupaten Bel .asi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2008 Nomor 6); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok 
Pokok Pengelolaan Keuang. m Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2007 Nomor 1). 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daer.ih sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Pcraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua At as Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Pcraturan Presidcn Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama lvlilik Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

13. Peraturan Presidcn Nomor .2 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29 ) sebagai 
mana telah diubah dcngan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 255); 

KEDUA 

PERT AMA 

Menetapkan 



/ HASANAH YASIN 

·~P BUPATI BEKASI./ 

dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN 

BUPATI BEKASI, 

ttd 

Ditetapkan di . 
pad a tanggal . 

Keputusan ini mulai berlaku pads tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan 
diadakan perubahan dan atau perb. iikan sebagaimana mestinya apabila temyata 
dikemudian hari terdapat kekclirua i didalamnya.'l{ 

KETIGA 



. EJNG HASANAH YASIN 

Iii j BUPATI BEKASl,I 

Tata cara pengisian format Buku Kas : 
1. Kolom 1, diisi dengan nomor u 
2. Kolom 2, diisi dengan tanggal pendapatan dar tanggal belanja atas pemanfaatan dana kapitasi 

JKN; 
3. Kolom 3, diisi dengan nomor bukti dokumen I sur :1t pertanggungjawaban yang sah (Bukti SPJ); 
4. Kolom 4, diisi dengan uraian pendapatan dan bel 3nja atas dana kapitasi JKN; 
5. Kolom 5, diisi dengan jumlah rupiah dana kapi' asi yang diterima direkening kas bendahara dana 

kapitasi JKN; 
6. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah dana kapit 3Si yang dikeluarkan dari rekening kas bendahara 

dana kapitasi JKN; 
7. Kolom 7, diisi dengan jumlah saldo kas dana kap tasi yang belum digunakan. "< 

NIP . NIP . 

Bendahara Dana Kapitasi JKN Mengesahkan, 
Kepala 

. ............... . Kepala FKTP 
Bendahara Dana Kapitasi JKN 

CONTOHFORMAT 
BUKU KAS BENDAHARA DANA I< APITASI JKN DALAM RANG KA 

PENCATATAN PENDAP ~ TAN DAN BELANJA 

KEP JTUSAN BUP ATI BE KASI · 
NO!\IOR : 30 Tahun 2016 
TAN:;GAL 12 Juli 2016 
PERI HAL PEDOMAN PENGELOLAAN DANA 

KAPITASI DAN NON KAPITASI 
JAMINAN KESEIIATAN NASIONAL 
PADA FASILITAS KESEIIATAN 
TING KAT PERT AMA MILIK 
PEMERINTAII KABUPATEN 
BE KASI. 

LAMPIRANII 

Pendaoatan Belania Saldo 
5 fS 7 

Jlan lalu .... 

Jlan ini ..... 

No Tangaal No. Bukti Uraian 
1 2 3 4 

Jumlah sampai dengan t 

Jumlah bu Ian ini ... 

Jumtah sampai dengan t 



1. Undang-Undang Nomo· 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah- Daerah Kabui ,aten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Ba rat {Serita Negara Ta hun 1950); 'fl 

b. bahwa berdasarkan pe 1imbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a di atas, Alok :1si Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional Pad a Fasllita» Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di 
Kabupaten Bekasi tersobut perlu ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

a. bahwa dalam rangka I neningkatkan mutu pelayanan kesehatan 
dalam penyelenqqaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
sesuai Peraturan Presi ien Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 
Jami nan Kesehatan Ni rsional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pernerintah Daerah dan Pasal 3 Ayat (4) Peraturan 
Menteri Kesehatan Re:>ublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 
tentang Penggunaan D. ma Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
Untuk Jasa Pelayan an Kesehatan Dan Dukungan Biaya 
Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 
Pemerintah Daerah, B 1patiJVi/alikota perlu menetapkan Alokasi 
Dana Jaminan Keseh: itan Nasional pada Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama (FKTP ); 

BUPATI E EKAS I 

Mengingat 

Menimbang 

ALOKASI DANA KAPITASI JAMI NAN KESEHATAN NASIONAL 
PADA PUSKESMAS DI 1:ABUPATEN BEKASI 

KEPUTUSAN BllPATI BEKASI 
NOMOF~ : ..... 

TENTJ~NG 

Bupatt Bekasi 

Contoh Format K•iputusan Bupati 

KEJ UTUSAN our. A Tl BEKASI 
NOrtOR 30 Tahu.'1. 2016. 
TA~ GGAL ·12 Juli 2016 
PERIIIAL : PEDOMAN PENGELOLAAN DANA 

KAPITASI DAN NON KAPITASI 
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 
PADA FASILIT AS KESEIIATAN 
TINGKAT PERT AMA MILJK 
PEMERINTAII KABUPATEN 
BE KASI. 

LAMPIRAN Ill 
....... - ' ~. . 

'• ·'., 



12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
Pada Fasilitas Kesehats n Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Daerah (Lembaran Neg sra Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 81);1t 

11. Peraturan Presiden Noruor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran N ~gara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 29 ) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 111 Tahun 201 ~ Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2013 1entang Jaminan Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 

10. Peraturan Pemerintah N imor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah No nor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lemtaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tarnbar an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sadan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 N omor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5256); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Nef ara Republik Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 4(0 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (Lernba an Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 150, Tambatian Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4456); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Peme ·intah Pusat dan Pemerintahan Dae rah 
(Lembaran Negara Repi blik Indonesia Tahun 1996 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Neoara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Nega ·a Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lemba ·an Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telat diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Ur dang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah , Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran I Jegara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor ·17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Ne ~ara Republik Indonesia Nomor 4286); 



Penggunaan Alokasi Dana Ka~ itasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat I >ertama (FKTP) di Kabupaten Bekasi 
berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan dan yang 
bersifat teknis diatur oleh SKPO melalui Keputusan Kepala Dinas. 1< 

Alokasi dana kapitasi untuk p embayaran dukungan biaya operasional 
pelayanan kesehatan pada Pw;kesmas di Kabupaten Bekasi ditetapkan 
sebagai berikut : 
a. Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Med is Ha bis Pakai sebesar ..... % 

( .... persen); dan 
b. Kegiatan operasional pelay anan kesehatan lainnya sebesar % 

( persen). 

Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di 
Kabupaten Bekasi untuk pe mbayaran jasa pelayanan kesehatan 
ditetapkan sebesar % ( persen). 

MEMUTUSICAN 

17. Peraturan Daerah Kabup rten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Organisasi Perangkat tiaeran Kabupaten Bekasi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Beks si Tahun 2009 Nomor 7) Sebagaimana 
telah beberapa kali diu oah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah f'. omor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lemb nan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 
2012 Nomor 8); 

16. Peraturan Daerah Kabup sten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan t :abupaten Bekasi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6); 

14. Peraturan Menteri Kesr-hatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 
Pelayanan Kesehatan P sda Jaminan Kesehatan Nasional (Serita 
Negara Republik lndonesla Tahun 2013 Nomor 1400); 

15. Peraturan Daerah Kabup aten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolac n Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1); 

13. Peraturan Menteri Kesuhatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang 
Standar Tarif Pelayana, Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam 
Penyelenggaraan Proqr.am Jaminan Kesehatan (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahu, 2013 Nomor 1392); 

KET I GA 

KEDUA 

PERT AMA 

Menetapkan 



. NrNG HASANAH YASIN 

<rJ,# BUPATI BEKASI, f 

dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN 

BUPATI BEKASI, 

ttd 

Ditetapkan di . 
pad a tanggal . 

Keputusan ini mulai berlaku p ada tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
akan diadakan perubahan da n atau perbaikan sebagaimana mestinya 
apabila temyata dikemudian h. tri terdapat kekeliruan didalamnya.'t( 

KEEMPAT 



...................................... (10) 
NIP . 

Bekasi, (9) 
Kepala FKTP Selaku KPA 

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian d, erah, saya bersedia bertanggung jawab 
sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut dituntut sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundanq-undanqan. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.te 

bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja d atas disimpan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas. 

BELANJA 
Kode Rekenmc Jumlah 

. . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . Rp ............... 

tumlah Belania . ..................... 

PENDAPATAN 
Kode Rekeninq Jumlah 

.................... Rp ............... 

Jumlah Pendapatan . . . . . . .. . .. . . . . . . • 

Menyatakan bahwa saya bertanggung [awa a atas semua realisasi pendapatan yang 
telah diterima dan belanja yang telah diba} ar kepada yang berhak menerima, yang 
dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada 
bulan (7) tahun angga -an (8) dengan rincian 
sebagai berikut : 

1. Nama FKTP (1) 
2. Kode Organisasi (2) 
3. Nomor/tanggal DPA-SKPD (3) 
4. Kegiatan (4) 
Yang bertanda tangan dibawah ini. (6) 

Nomor : (1) 
SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB 

CONTOH FORMAT 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

KEP UTusAN nVPATl etKAs1 . 
NOl\lOR : 50 Tahun 2016 
TANGGAL : -12 Ju1i 2016 
PER lIAL : PEDOMAN PENGELOLAAN DANA 

KAPITASI DAN NOS KAPIT ASI 
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 
PADA FASILITAS KESEHATAN 
TING KAT PERT AMA MILIK 
PEMERINT All KABUP ATEN 
BEKASI. 

LAMPIRANIV 



BUPATI BEKASI, 

(1) Diisi dengan nomor SPTJ FKTP di SKPI) Dinas Kesehatan yang bersangkutan; 
(2) Oiisi nama FKTP pada SKPD Dinas Kes ehatan yang bersangkutan; 
(3) Diisi kode FKTP pada SKPD Dinas Kesnhatan yang bersangkutan ; 
(4) Diisi nomor dan tanggal DPA-SKPD yang bersangkutan; 
(5) Oiisi kode kegiatan; 
(6) Diisi dengan nama Kepala FKTP yang bersangkutan; 
(7) Oiisi dengan Bulan berkenaan; 
(8) Diisi dengan Tahun Anggaran Berkenaan; 
(9) Oiisi Tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJ; 
(10) Diisi nama dan NIP Kepala FKTP.~ 

TATA CARA PENGISIAN FORMAT SURJ\T PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 
(SPT J) 



········•··········•••····•·•••••·······••···· 
NIP (22) 

(20) ...... , tanggal sepertl ~latftS 
Kepala SKPD Dinas Kesehatan •.• (21) 

BELANJA 

Program, t :egiatan 
xx ..... xx ..... (13) 

Ke pa la SKPD Dinas Kesehatan (04) memohon Ke pad a : : 
Bendahara Umum Daerah selaku PPKD 
Agar mengesahkan dan membukukan penfapetan dan belanja dana kapitasi JKN 
sejumlah 

1. SaldoAwal Rp (CS} 
2. Pendapatan Rp (C6) 
3. Belanja Rp (C7) 
4. Saldo Akhir Rp (CB) 

Untuk Bulan (0!)) Tahun Anggaran (10) 
Dasar Pengesahan : Urusan organisasi Nat na FKTP 
(11 )... . (12) 

CONTOH FORMAT 

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP38) FKTP 

SKPD DINAS KESEHATAN ••••••••••. (01) 
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP38) FKTP 

Tanggal : ••••••.. (02) Nomor : (03) 

KEP JTUSAN BOP.A TiiiEKASI .. LAMPIRANV 
jo Tnhun 2016 
·12 Juli. 2016 . 
PEDOMAN ., PENGELOLAAN DANA 
KAPIT ASI DAN NON KAPIT ASI 
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 
PADA FASILITAS KESEHATAN 
TINGKAT PERT AMA MILIK 
PEMERINTAH KABUPATEN 
BE KASI. 

NOl\i'.OR 
TANGGAL 
PERHAL : 



BUPATI BEKASI./. 

(14) Diisi kode rekenlng pendapatan; 
(15) Diisi jumlah nominal rupiah untuk koc e rekenlng pendapatan; 
(16) Diisl jumlah nominal rupiah untuk seluruh pendapatan; 
(17) Diisl kode rekenlng belanja; 
(18) Di isl jumlah nominal rupiah untuk koc e rekening belanja; 
(19) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja; 
(20) Diisl fokasl instansl penerbit SP3B FKTP dan tanggal penerbitan SPJB FKTP; 
(21) Diisl nama Kepala SKPD Dinas Keseh stan: 
(22) Di isl NIP Kepala SKPD Oinas Kesehat m:< 

xx xx 

I -+ dllsl kode keglatan (dua digit) 

L---------------+ diisi kode program (dua digit) 

(1) Diisi uraian nama SKPD Kesehatan K.1bupaten; 
(2) Diisl tanggal SP3B FKTP; 
(3) Dllsi Nomor SP38 FKTP; 
(4) Diisi dengan nama SKPD Kesehatan l~abupaten; 
(5) Diisi jumlah saldo akhir pad a SP28 I :KTP bu Ian sebelumnya. Khusus untuk 

saldo bu Ian Januari Tahun Anggara n 2014 diisl Jumlah nhil dalam rangka 
pengajuan SP3B FKTP; 

(6) Dlisl jumlah pendapatan yang telah di terlma dalam kas FKTP; 
(7) Dllsi jumlah belanja yang telah dibayc r dari kas FKTP; 
(8) Diisl jumlah saldo akhlr (saldo awal + pendapatan - belanja) 
(9) Diisi periode bulan berkenaan; 
(10) Diisl tahun anggaran berkenaan; 
(11) Diisl dasar penertiban SP38 FKTP, antara lain : Nomor Peraturan Daerah 

tentang APBD/Perubahan APBD, dan nomor serta tanggal DPA.SKPD Dinas 
Kesehatan; 

(12) Diisl dengan jumlah kode urusan, org mlsasl dan uraian nama FKTP pada 
SKPD Dinas Kesehatan; 

(13) Diisi Kode Program dan Keg Iatan SKF 1D Dinas Kesehatan 

TAT A CARA PENGISIAN FORMAT SP3B FKTP 



...................................... (10) 

Bekasi, (9) 
Kepala FKTP Selaku KPA 

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya. 

bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja c i atas disimpan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk kelengkapan administrasi dan ceperluan pemeriksaan aparat pengawas. 

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian d aerah, saya bersedia bertanggung jawab 
sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut dituntut sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BELANJA 
Kode Rekening Jumlah 

. .................. Rp ............... 

Jumlah Belanla .................... 

PENDAPATAN 
Kode Rekening Jumlah 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp ............... 

Jumlah Pendapatan . . . . . . . . . . . . . . . 

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang 
telah diterima dan belanja yang telah diba' -ar kepada yang berhak menerima, yang 
dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada 
bu Ian (7) tahun angga ran (8) dengan rincian 
sebagai berikut : 

1. Nama FKTP (1) 
2. Kode Organisasi (2) 
3. Nomor/tanggal DPA-SKPD (3) 
4. Kegiatan (4) 
Yang bertanda tangan dibawah ini.. (6) 

Nomor : (1) 
SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB 

CONTOH f'ORMAT 
SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB 

LAMPIRAN VI KEP UTUSAN BUPATI .BEKASI 
NOl\lOR : 30 T~hW 2016 
TANGGAL : 12 -JUl.i 2016 
PER JIAL : PEDOMAN · PENGELOLAAN DANA 

KAPITASI DAN NON KAPITASI 
JAMIN AN KESEIIA TAN NASIONAL 
PADA F ASILIT AS KESEIIAT AN 
TING KAT PERT AMA MILIK 
PEMERINT All KABUP ATEN 
BE KASI. 



<"II BUPATI BEKASI./. 

(1) Diisi dengan nomor SPTJ FKTP di SKPI) Dinas Kesehatan yang bersangkutan; 
(2) Diisi nama FKTP pada SKPD Dinas Kes ehatan yang bersangkutan; 
(3) Diisi kode FKTP pada SKPD Oinas Kesi ?hatan yang bersangkutan ; 
(4) Diisi nomor dan tanggal DPA-SKPD yarg bersangkutan; 
(5) Diisi kode kegiatan; 
(6) Diisi dengan nama Kepala FKTP yang t:ersangkutan; 
(7) Diisi dengan Bulan berkenaan; 
(8) Diisi dengan Tahun Anggaran Berkenaan; 
(9) Diisi Tempat dan tanggal diterbitkannya SPT J; 
(10) Diisi nama dan NIP Kepala FKTP.'( 

TATA CARA PENGISIAN FORMAT SURi\T PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 
(SPTJ) 

r 



NIP .. 

............................................................. ........... (13) tanggal . 

Rp (09) 
: Rp (10) 
Rp (11) 

: Rp (12) 

SURAT PENGESAHAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) FKTP 

: (05) 
: (06) 
: (07) 
: (08) 

Nama BUD/Kuasa BUD 
Tanggat 
Nomor 
Tahun Anggaran 

.! I 

~'::::=,:,:.::: 
~~_ .. :::.: .. ·v· 
~- ~~~ ~_?-.,.;.:, 

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI 

Nomor SP38 FKTP : ................ (01) 
Tanggal : ................ (02) 
Kode & Nama SKPD Oinkes : ................ (03) 
Nama FKTP : ................ (04) 

T elah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah : 

Saldoawal 
Pendapatan 
Belanja 
SaldoAkhir 

SURAT PENGESAHAN PENDAPA~'AN DANBELANJA (SP2B) FKTP 

CONTOH I :oRMAT 

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BUPATI BEKAS°I .. 
NOI\IOR • . • ·-· .. · · ,. 
TA1'GGAL ~ 19 !~2t,~l~ ,. 
PER IHAL : PEDOMAN PENGELOLAAN DANA 

KAPITASI DAN NON KAPIT ASI 
JAMINAN KESEIIAT AN NASIONAL 
PADA FASILITAS KESEHATAN 
TING KAT PERT AMA MILIK 
PEMERINTAH KABUPATEN 
BE KASI. 
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- ~-~~~~~~~~------------------liliilill-- 

• 

~.11 BUPATI BEKASI, f- 

TATA CARA PENGISIAN FORMAT SP2B F KTP 

(1) Diisi dengan nomor SP2B FKTP; 

(2) Diisi dengan tanggal SP2B FKTP; 

(3) Diisi dengan kode dan nama SKPD Din; rs Kesehatan; 

(4) Diisi dengan nama FKTP pada SKPD D nas Kesehatan; 

(5) Diisi dengan nama BUD I Kuasa BUD; 

(6) Diisi tanggal penerbitan Surat PengE sahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) 

FKTP; 

(7) Diisi dengan nomor penerbitan SP2B FICTP; 

(8) Diisi dengan tahun anggaran penerbitar SP2B FKTP; 

(9) Diisi dengan saldo awal yang tercanturr dalam SP3B FKTP; 

(10) Diisi dengan jumlah pendapatan yang tE ,rcantum dalam SP3B FKTP; 

(11) Diisi dengan jumlah belanja yang tercar tum dalam SP3B FKTP; 

(12) Diisi dengan saldo akhir yang tercantum dalam SP3B FKTP; 

(13) Diisi dengan nama kota tempat dan tan 1gal penerbitan SP2B FKTP; 

(14) Oiisi dengan nama Jabatan (BUD/Kuas i BUD); 

(15) Oiisi dengan nama BUD/Kuasa BUD; 

(16) Diisi NIP BUD/Kuasa BUD yang bersanjkutan.« 
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